SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan
Tahun 2024-2029, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
yang ada, sehingga perlu diubabh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024,

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan . . .
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 616);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

110);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG DANA
CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tahun 2024 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor S Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 110)

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dicairkan pada Tahun Anggaran 2023 dan/atau
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Tahapan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029
yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024
selain yang bersumber dari dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan di bidang

pemerintahan umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 11 September 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (2-160/2023)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2020, penggunaan dana cadangan diprioritaskan
untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran,
dan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
pembentukannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mendasari ketentuan di atas, maka kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang diundangkan pada
tanggal 4 November 2022, dana cadangan tersebut dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar
rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah,
kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan
lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu, dan
hanya dicairkan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berkaitan . . .
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Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui
Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2024, pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari
nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung setelah penandatangan NPHD; dan

2. Tahun Angggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari
nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari
pemungutan suara.

Untuk mengakomodir ketentuan dalam Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tersebut, maka ketentuan
dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 diubah menjadi dana cadangan
dapat dicairkan pada Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun
Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 117.
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